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Abstract 
  This study aims to analyze the empirical problems faced by consumers in the aviation industry, identify 

the gap between consumer rights and airline responsibilities, and formulate fair consumer protection 

strategies. The background of this study is based on the increasing complexity of the aviation industry in 

the era of globalization and digitalization, which has led to recurring issues such as flight delays, 

unilateral cancellations, overbooking, and lack of transparency in information and compensation 

mechanisms. This research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method, 

drawing on scholarly articles, policy documents, and industry reports. Data were analyzed through 

descriptive-analytical techniques using content analysis and source triangulation to ensure validity. The 

findings reveal that consumer protection remains suboptimal due to weak regulatory implementation, 

limited supervision, and information asymmetry that disadvantages consumers. The study also finds that a 

fair consumer protection strategy must integrate adaptive regulatory frameworks, effective law 

enforcement, and consumer empowerment through legal literacy. This integrative approach represents a 

novel contribution by providing a comprehensive framework to balance the interests of consumers and 

business actors in achieving more responsive and accountable governance in the aviation industry. 

Keywords: consumer protection, aviation industry, regulation, consumer literacy, fairness 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan empiris yang dihadapi konsumen dalam 

industri penerbangan, mengidentifikasi kesenjangan antara hak konsumen dan tanggung jawab maskapai, 

serta merumuskan strategi perlindungan konsumen yang berkeadilan. Latar belakang penelitian 

didasarkan pada meningkatnya kompleksitas industri penerbangan di era globalisasi dan digitalisasi yang 

memicu berbagai permasalahan seperti keterlambatan, pembatalan sepihak, overbooking, serta kurangnya 

transparansi informasi dan kompensasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan teknik studi literatur terhadap jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan industri. Analisis 

data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan content analysis dan triangulasi sumber untuk 

menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen masih belum optimal 

akibat lemahnya implementasi regulasi, rendahnya pengawasan, serta adanya asimetri informasi yang 

merugikan konsumen. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi perlindungan konsumen yang 

berkeadilan harus mengintegrasikan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan penegakan hukum, 

serta pemberdayaan konsumen melalui literasi hukum. Dengan demikian, pendekatan integratif ini 

menjadi kontribusi baru dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha dalam industri penerbangan. 

Kata kunci: perlindungan konsumen, penerbangan, regulasi, literasi konsumen, keadilan 
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A. Pendahuluan 

Perkembangan industri 

penerbangan global menunjukkan 

peningkatan signifikan seiring dengan 

intensitas mobilitas manusia dan integrasi 

ekonomi lintas negara (Utama & Rezki, 

2021). Industri ini menjadi salah satu 

indikator penting dalam konektivitas 

global serta pertumbuhan ekonomi, 

ditandai dengan meningkatnya permintaan 

transportasi udara, baik penumpang 

maupun kargo, yang secara langsung 

berkorelasi dengan aktivitas ekonomi dan 

perdagangan internasional (Gössling & 

Humpe, 2020; Gudmundsson et al., 2021; 

Akar, 2025). Selain itu, peran strategis 

transportasi udara dalam mendorong 

mobilitas dan integrasi kawasan juga 

semakin menguat, terutama di negara 

berkembang dan kawasan Asia, yang 

menunjukkan pertumbuhan signifikan 

dalam sektor penerbangan (Nguyen, 2024; 

Guzman & Navarro-Pined, 2025). 

Transportasi udara tidak lagi 

sekadar sarana mobilitas, tetapi telah 

menjadi bagian integral dari sistem 

ekonomi global yang mendorong 

pertumbuhan sektor pariwisata, 

perdagangan, dan investasi (Raihan et al., 

2024; Ziang et al., 2020). Dalam konteks 

ini, konsumen jasa penerbangan memiliki 

posisi strategis yang harus dilindungi 

secara hukum (Hidayat, 2016). 

Perlindungan tersebut mencakup jaminan 

atas keamanan, kenyamanan, serta hak atas 

informasi yang transparan dalam 

penggunaan jasa penerbangan (Sutrisno & 

Anugrah, 2017; Brilliantina & Wulansari, 

2024). Namun, kompleksitas industri 

penerbangan yang melibatkan berbagai 

aktor seperti maskapai, regulator, dan 

operator bandara sering kali menimbulkan  

 

 

kerentanan terhadap pelanggaran hak 

konsumen. 

Secara empiris, berbagai 

permasalahan dalam industri penerbangan 

masih terus terjadi dan berdampak 

langsung pada konsumen. Kasus 

keterlambatan penerbangan (delay) 

(Ramadhan & Sudiarawan, 2025), 

pembatalan sepihak (Celine & Sudiro, 

2024), overbooking (Luqman, 2025), 

hingga ketidakjelasan mekanisme 

kompensasi (Gunawan et al., 2025) 

menjadi fenomena yang umum. McDonald 

(2020) mengungkapkan bahwa sebagian 

besar keluhan konsumen dalam sektor 

penerbangan berkaitan dengan kegagalan 

layanan dan kurangnya transparansi 

informasi (Hien et al., 2024; Arin et al., 

2024; Dewi et al., 2025; Zhang et al., 

2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

meskipun terdapat regulasi yang mengatur, 

implementasinya masih belum optimal 

dalam memberikan perlindungan yang 

efektif bagi konsumen. 

Berbagai penelitian sebelumnya 

telah mengkaji perlindungan konsumen 

dalam sektor penerbangan dari berbagai 

perspektif. Sinaga (2022) menyoroti 

pentingnya kerangka hukum dalam 

menjamin hak penumpang, pengaturan, 

dan implementasi kebijakan keselamatan 

penerbangan di Indonesia. Sementara itu, 

Agafta & Adianto, (2017); Celine & 

Sudiro, (2024) menekankan aspek 

kompensasi finansial sebagai bentuk 

tanggung jawab maskapai terhadap 

kerugian konsumen. Subiyantoro et al., 

(2023); Rahmawati et al., (2025) dan 

Dyahjatmayanti & Budiarti, (2023) juga 

mengkaji hubungan antara kualitas 

layanan maskapai dan tingkat kepuasan 
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penumpang. Namun demikian, penelitian-

penelitian tersebut cenderung berfokus 

pada aspek parsial dan belum 

mengintegrasikan dimensi perlindungan 

konsumen secara komprehensif. 

Perkembangan teknologi digital 

turut memperumit dinamika perlindungan 

konsumen dalam industri penerbangan 

(Keke, 2023; Olakulehin et al., 2024; 

Kinanti & Primantari, 2025). (Terania & 

Lie, 2025; Ardani & Dilaga, 2025) 

menunjukkan bahwa digitalisasi layanan, 

seperti e-ticketing dan platform pemesanan 

daring, memunculkan tantangan baru 

terkait transparansi informasi dan 

perlindungan data konsumen. Hal ini 

diperkuat oleh Amelia, 2018; Anugrah, 

2024; dan Hakim & Djajaputra, 2024) 

yang menemukan bahwa ketidakjelasan 

informasi seringkali menjadi sumber 

sengketa antara konsumen dan maskapai. 

Dalam konteks Indonesia, penelitian 

Oktavia (2023) dan Hakim & Rahayu 

(2017) menunjukkan bahwa lemahnya 

pengawasan dan penegakan hukum 

menjadi faktor utama belum optimalnya 

perlindungan konsumen di sektor 

penerbangan. 

Meskipun telah terdapat berbagai 

kajian tersebut, masih terdapat 

kesenjangan penelitian yang signifikan. 

Pertama, belum banyak penelitian yang 

mengkaji perlindungan konsumen dalam 

industri penerbangan secara integratif 

dengan mempertimbangkan dinamika 

globalisasi dan mobilitas tinggi. Kedua, 

penelitian terdahulu cenderung 

berorientasi pada konteks negara maju, 

sehingga belum sepenuhnya relevan 

dengan kondisi negara berkembang seperti 

Indonesia. Ketiga, belum terdapat kajian 

yang secara spesifik menganalisis 

kesenjangan antara hak konsumen dan 

tanggung jawab maskapai dalam 

perspektif hukum perlindungan konsumen. 

Kesenjangan tersebut menunjukkan 

pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. 

Penelitian ini menjadi penting dalam 

upaya mengentaskan permasalahan 

ketimpangan perlindungan konsumen yang 

masih terjadi, khususnya dalam hal 

ketidakpastian hukum, lemahnya 

implementasi regulasi, serta dominasi 

kepentingan pelaku usaha dibandingkan 

konsumen. Dalam era globalisasi dan 

mobilitas tinggi, perlindungan konsumen 

tidak hanya menjadi kebutuhan normatif, 

tetapi juga menjadi prasyarat terciptanya 

kepercayaan publik terhadap industri 

penerbangan. 

Dengan demikian, tujuan penelitian 

ini adalah: (1) menganalisis permasalahan 

empiris yang dihadapi konsumen; (2) 

melihat gap antara hak konsumen dan 

tanggung jawab maskapai; dan (3) 

merumuskan strategi perlindungan 

konsumen yang berkeadilan dalam industri 

penerbangan. Tujuan ini dirumuskan untuk 

memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai kondisi aktual 

perlindungan konsumen sekaligus 

menawarkan solusi yang relevan dengan 

perkembangan industri. 

Kebaruan penelitian ini terletak 

pada pendekatan integratif yang 

menggabungkan analisis hukum, empiris, 

dan tata kelola dalam satu kerangka kajian. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya 

yang bersifat parsial, penelitian ini 

menawarkan perspektif yang lebih holistik 

dengan menempatkan konsumen sebagai 

pusat analisis dalam ekosistem industri 

penerbangan. Oleh karena itu, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritis dalam pengembangan 

ilmu hukum perlindungan konsumen, serta 
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kontribusi praktis dalam perumusan 

kebijakan yang lebih adil dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif yang 

berfokus pada analisis empiris terhadap 

perlindungan konsumen dalam industri 

penerbangan. Pendekatan ini dipilih karena 

mampu menggali fenomena secara 

mendalam terkait permasalahan yang 

dihadapi konsumen, kesenjangan antara 

hak konsumen dan tanggung jawab 

maskapai, serta strategi perlindungan yang 

berkeadilan. Metode kualitatif 

memungkinkan peneliti memahami realitas 

sosial secara kontekstual melalui 

interpretasi terhadap data sekunder yang 

relevan dan bersifat eksploratif (Creswell, 

2014; Creswell & Creswell, 2018; 

Merriam & Tisdell, 2016). Selain itu, 

pendekatan ini juga memberikan 

fleksibilitas dalam menganalisis fenomena 

kompleks yang tidak dapat diukur secara 

kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2018). 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan 

konseptual untuk menelaah dinamika 

industri penerbangan dalam era globalisasi 

dan digitalisasi, khususnya terkait kualitas 

layanan dan perlindungan konsumen 

(Zhang et al., 2023; Keke, 2023). Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi 

literatur (library research) terhadap jurnal 

ilmiah bereputasi (Scopus, Web of 

Science/WoS, dan Sinta), laporan industri, 

serta dokumen kebijakan yang relevan. 

Studi literatur digunakan sebagai metode 

utama karena efektif dalam 

mengidentifikasi pola, tren, dan 

kesenjangan penelitian dalam bidang 

tertentu (Snyder, 2019). Dengan demikian, 

penelitian ini mengandalkan data sekunder 

yang valid dan terverifikasi untuk 

memperoleh gambaran komprehensif 

mengenai fenomena yang diteliti 

(Gössling, 2020; Gudmundsson et al., 

2021). 

Analisis data dilakukan secara 

deskriptif-analitis dengan menggunakan 

teknik content analysis untuk 

mengidentifikasi pola permasalahan 

empiris yang dihadapi konsumen, seperti 

keterlambatan penerbangan, pembatalan 

sepihak, serta kurangnya transparansi 

informasi. Teknik ini memungkinkan 

peneliti menafsirkan data secara sistematis 

dan objektif melalui kategorisasi dan 

interpretasi makna (Krippendorff, 2018; 

Elo & Kyngäs, 2008). Selanjutnya, analisis 

diarahkan untuk melihat kesenjangan 

antara hak konsumen dan tanggung jawab 

maskapai dalam praktik industri, serta 

merumuskan strategi perlindungan 

konsumen yang berkeadilan. Pendekatan 

ini memungkinkan integrasi antara temuan 

empiris dan kerangka konseptual secara 

sistematis (Raihan et al., 2024; Nguyen, 

2024). Validitas data dijaga melalui teknik 

triangulasi sumber, yaitu membandingkan 

berbagai literatur dan hasil penelitian 

sebelumnya untuk memastikan konsistensi 

dan kredibilitas temuan (Flick, 2018). 

Selain itu, penggunaan berbagai sumber 

data juga memperkuat reliabilitas 

penelitian dalam menjelaskan fenomena 

secara holistik. Dengan demikian, metode 

penelitian ini diharapkan mampu 

menghasilkan analisis yang mendalam, 

sistematis, dan relevan dalam menjawab 

urgensi perlindungan konsumen di industri 

penerbangan pada era globalisasi dan 

mobilitas tinggi. 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Permasalahan Empiris yang Dihadapi 

Konsumen dalam Industri Penerbangan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

permasalahan empiris dalam industri 

penerbangan berupa kegagalan layanan 

(service failure) yang berdampak 

pelanggan, khususnya kepercayaan dan 

loyalitas (Damiyana, 2017; Tay, 2023). 

Fenomena seperti keterlambatan 

penerbangan (delay) Ramadhan & 

Sudiarawan, 2025), pembatalan sepihak 

Celine & Sudiro, 2024), overbooking 

(Wahobo, 2018), serta ketidakjelasan 

mekanisme kompensasi (Damayanthi, et 

al., 2025) merupakan bentuk pelanggaran 

yang paling sering terjadi. Kondisi ini 

menunjukkan adanya ketidakseimbangan 

antara ekspektasi layanan yang dijanjikan 

maskapai dengan realitas yang diterima 

konsumen. Studi menunjukkan bahwa 

kualitas layanan dalam industri 

penerbangan mempengaruhi kepuasan 

konsumen (Suryawan Sharif, 2018; 

Kurniawati, 2020), sehingga kegagalan 

layanan akan berdampak signifikan 

terhadap persepsi negatif konsumen 

terhadap maskapai. Hal ini diperkuat oleh 

Pajri & Ubaedillah, 2025; Wijaya et al., 

2019) yang menyatakan bahwa kualitas 

layanan menjadi faktor utama kepuasan 

pelanggan dalam transportasi udara. 

Secara lebih mendalam, 

keterlambatan penerbangan merupakan 

masalah yang paling dominan dan 

berulang dalam industri penerbangan 

(Sany et al., 2024; Dewi & Syaputra, 

2025)). Keterlambatan tidak hanya 

menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi 

juga berdampak pada psikologis konsumen 

seperti stres dan ketidaknyamanan. 

Penelitian oleh Cook et al. (2009) 

menunjukkan bahwa delay penerbangan 

memiliki implikasi sistemik terhadap 

operasional maskapai dan reputasi 

(Rohmatullah et al., 2025). Selain itu, Xu 

et al., (2018) menekankan bahwa 

kegagalan dalam memenuhi janji layanan 

dapat menyebabkan krisis pelanggan dan 

maskapai. Dengan demikian, delay bukan 

sekadar masalah teknis, tetapi juga 

mencerminkan kualitas tata kelola layanan 

maskapai. 

Selain keterlambatan, pembatalan 

penerbangan secara sepihak menunjukkan 

lemahnya tanggung jawab dan 

pelanggaran maskapai terhadap hak 

konsumen (Danian et al., 2021; Putri & 

Nuroini, 2024), apalagi tanpa pemenuhan 

ganti rugi kepada konsumen. Fenomena ini 

memperlihatkan bahwa maskapai masih 

cenderung mengabaikan hak-hak dan 

perlindungan konsumen (Amelia, 2018). 

Konsumen cenderung memiliki kedudukan 

yang lebih rendah dibandingkan pihak 

pelaku usaha—terlihat dari dominannya 

pelaku usaha dalam mengendalikan 

informasi (Nasution & Harris, 2025). 

Dalam konteks ini, konsumen seringkali 

tidak memiliki pilihan alternatif ketika 

menghadapi pembatalan penerbangan, 

sehingga kerugian yang dialami menjadi 

semakin besar. 

Permasalahan lain yang cukup 

signifikan adalah kurangnya transparansi 

informasi terkait hak konsumen dan 

prosedur kompensasi (Ramadhan & 

Sudiarawan, 2025). Konsumen seringkali 

tidak mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai hak-haknya ketika terjadi 

gangguan layanan (Anugrah & Nugraha, 

2025; Mahendrayanti, 2010; Davi, 2025). 

Studi oleh Bejou et al. (1998) 

menunjukkan bahwa transparansi 

informasi merupakan faktor kunci dalam 
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membangun kepercayaan konsumen dalam 

industri jasa (Lena & Syahputra, 2025; 

Fitri & Ananta, 2025). Ketika informasi 

tidak disampaikan secara jelas, maka akan 

muncul ketidakpastian yang berujung pada 

konflik antara konsumen dan maskapai. 

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan 

konsumen tidak hanya bergantung pada 

regulasi, tetapi juga pada kualitas 

komunikasi yang dilakukan oleh pelaku 

usaha. 

Dalam era digital, permasalahan 

semakin kompleks dengan hadirnya sistem 

e-ticketing dan platform pemesanan daring 

(Choiriah, 2019). Digitalisasi memberikan 

kemudahan akses, namun di sisi lain juga 

menimbulkan tantangan baru terkait 

transparansi dan keamanan data (Harahap, 

2025; Reviandani et al., 2023). 

Transformasi digital dalam industri 

transportasi membawa dampak signifikan 

terhadap perilaku konsumen, termasuk 

dalam hal ekspektasi layanan (Lubis & 

Pradesyah, 2024). Namun, apabila tidak 

diimbangi dengan transparansi dan 

perlindungan data, maka digitalisasi justru 

dapat memperbesar risiko kerugian 

konsumen. 

Kesenjangan antara Hak Konsumen 

dan Tanggung Jawab Maskapai 

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya kesenjangan yang signifikan antara 

hak konsumen yang secara normatif telah 

diatur dalam berbagai regulasi dengan 

implementasi tanggung jawab maskapai di 

lapangan (Ramadhan & Sudiarawan, 2025; 

Sukerti & Sudirga, 2025; Ferdian, 2019). 

Secara normatif, konsumen memiliki hak 

atas keamanan, keselamatan, kenyamanan, 

serta informasi yang benar dan transparan 

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (Atmoko 

& Saputri, 2022; Daeng et al., 2024). 

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak 

tersebut masih belum optimal (Sembiring, 

2025; Sari et al., 2025). Penelitian oleh 

Putri dan Nuroini (2024) menunjukkan 

bahwa pembatalan penerbangan secara 

sepihak masih sering terjadi (Thoriq & 

Ilham, 2023; Putri & Nuroni, 2024; Switly, 

2019), bahkan tanpa disertai kejelasan 

informasi dan kompensasi yang memadai 

bagi penumpang. Hal ini menandakan 

adanya kesenjangan antara norma hukum 

dan implementasi di sektor penerbangan. 

Kesenjangan tersebut dapat 

diidentifikasi melalui beberapa indikator 

utama. Pertama, maskapai belum secara 

konsisten memberikan kompensasi yang 

sesuai dengan ketentuan ketika terjadi 

keterlambatan atau pembatalan 

penerbangan. Penelitian oleh Damayanthi 

et al. (2025) menegaskan bahwa 

mekanisme ganti rugi dalam praktiknya 

masih belum sepenuhnya berpihak kepada 

konsumen, terutama dalam hal 

keterlambatan penerbangan. Kedua, sistem 

pengaduan konsumen masih belum efektif, 

baik dari sisi kemudahan akses maupun 

kecepatan respons. Hal ini diperkuat oleh 

temuan Danian et al. (2021) yang 

menunjukkan bahwa proses pengembalian 

dana (refund) seringkali mengalami 

keterlambatan, sehingga merugikan 

konsumen secara finansial. 

Ketiga, lemahnya pengawasan dan 

penegakan hukum menjadi faktor utama 

yang memperlebar kesenjangan antara hak 

dan kewajiban (Kawung et al., 2025; 

Aperta, 2025). Sinaga (2022); Baba, 

(2025) menegaskan bahwa meskipun 

regulasi keselamatan dan perlindungan 

konsumen telah tersedia, implementasinya 

masih menghadapi kendala dalam 

pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha. 

Kondisi ini menyebabkan maskapai tidak 
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memiliki insentif yang kuat untuk 

mematuhi kewajiban hukum secara 

konsisten. Selain itu, penelitian oleh Sany 

et al. (2024) juga menunjukkan bahwa 

implementasi regulasi hak penumpang 

dalam kasus keterlambatan penerbangan 

masih belum optimal, terutama dalam 

aspek transparansi dan akuntabilitas. 

Lebih lanjut, terdapat 

kecenderungan dominasi kepentingan 

pelaku usaha dalam industri penerbangan 

yang menyebabkan posisi konsumen 

menjadi relatif lemah (Balqis, 2025; 

Taufik, 2023). Dalam praktiknya, 

konsumen sering dihadapkan pada klausul 

baku yang ditetapkan sepihak oleh 

maskapai, sehingga membatasi ruang 

negosiasi dan perlindungan hak. Fenomena 

ini sejalan dengan teori asimetri informasi 

yang dikemukakan oleh Akerlof (1970), di 

mana pelaku usaha memiliki keunggulan 

informasi dibandingkan konsumen, 

sehingga menciptakan ketimpangan dalam 

hubungan transaksi (Nasution & Harris, 

2025). Kondisi ini juga diperkuat oleh 

penelitian Fitri dan Ananta (2025) dan 

Regar et al., (2025) yang menunjukkan 

bahwa kurangnya transparansi informasi 

dapat menurunkan tingkat kepercayaan 

konsumen terhadap pelaku usaha. 

Dengan demikian, kesenjangan 

antara hak konsumen dan tanggung jawab 

maskapai tidak hanya disebabkan oleh 

lemahnya implementasi regulasi, tetapi 

juga oleh faktor struktural seperti 

ketimpangan informasi, dominasi pelaku 

usaha, serta rendahnya efektivitas 

pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya komprehensif yang mencakup 

penguatan regulasi, peningkatan 

pengawasan, serta transparansi informasi 

untuk menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

dalam industri penerbangan. 

Strategi Perlindungan Konsumen yang 

Berkeadilan dalam Industri 

Penerbangan 

Berdasarkan temuan penelitian, 

diperlukan strategi perlindungan 

konsumen (Muhidin, 2025; Elpha et al., 

2024), yang lebih komprehensif dan 

berkeadilan untuk menjawab permasalahan 

yang ada. Strategi tersebut mencakup tiga 

aspek utama, yaitu regulasi (Apandy et al., 

2021), implementasi (Kumalasari et al., 

2022), dan penguatan literasi konsumen 

(Fahri et al., 2025). 

Pertama, dari aspek regulasi, 

diperlukan penguatan aturan yang lebih 

tegas dan adaptif terhadap perkembangan 

industri, khususnya dalam menghadapi 

digitalisasi layanan penerbangan (Widiarty 

& Saragih, 2024; Gultom et al., 2025). 

Regulasi harus mampu menjamin 

transparansi informasi, kejelasan hak dan 

kewajiban, serta mekanisme kompensasi 

yang adil bagi konsumen (Safitri & 

Safi’iyah, 2025). 

Kedua, dari aspek implementasi, 

diperlukan peningkatan pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap maskapai 

penerbangan (Ramadhan & Sudiarawan, 

2025). Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa setiap pelanggaran terhadap hak 

konsumen dapat ditindak secara efektif. 

Selain itu, perlu dikembangkan sistem 

pengaduan konsumen yang lebih responsif, 

transparan, dan mudah diakses 

(Harwindito et al., 2019). 

Ketiga, dari aspek pemberdayaan 

konsumen, diperlukan peningkatan literasi 

hukum dan kesadaran konsumen terhadap 

hak-haknya (Saputra & Widanun, 2025). 

Konsumen yang memiliki pemahaman 

yang baik akan lebih mampu melindungi 



Ekonomi Bisnis 
Volume 31, Nomor 2, Desember 2025 
P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662 

 

92 

 

JEB 
dirinya sendiri dan menuntut haknya 

secara tepat. Dalam konteks ini, peran 

pemerintah dan lembaga perlindungan 

konsumen menjadi sangat penting dalam 

melakukan edukasi dan sosialisasi 

(Widiarty & Saragih, 2024)  

Secara keseluruhan, strategi 

perlindungan konsumen yang berkeadilan 

harus mampu menciptakan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha. Dengan demikian, industri 

penerbangan tidak hanya berorientasi pada 

efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada 

keadilan dan perlindungan hak konsumen 

sebagai bagian dari tata kelola yang baik 

(good governance) 

D. Simpulan  

Perlindungan konsumen dalam 

industri penerbangan di Indonesia masih 

menghadapi berbagai permasalahan 

empiris yang kompleks, terutama terkait 

kegagalan layanan seperti keterlambatan, 

pembatalan sepihak, overbooking, serta 

kurangnya transparansi informasi dan 

mekanisme kompensasi. Temuan 

penelitian juga mengungkap adanya 

kesenjangan signifikan antara hak 

konsumen yang telah diatur secara 

normatif dengan implementasi tanggung 

jawab maskapai di lapangan, yang 

dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, 

rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta 

adanya asimetri informasi yang 

menempatkan konsumen pada posisi yang 

lemah. Dalam menjawab permasalahan 

tersebut, penelitian ini menawarkan 

pendekatan strategis yang menekankan 

integrasi antara penguatan regulasi yang 

adaptif, peningkatan efektivitas 

implementasi melalui pengawasan dan 

penegakan hukum, serta pemberdayaan 

konsumen melalui peningkatan literasi 

hukum. Kebaruan penelitian ini terletak 

pada integrasi ketiga aspek tersebut dalam 

satu kerangka perlindungan konsumen 

yang berkeadilan, sehingga mampu 

menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

dalam mewujudkan tata kelola industri 

penerbangan yang lebih responsif. 
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